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bahwa dengan pesatnya tingkat pertumbuban  dan
perkembangan Kota Jatitujuh yang memiliki ciri
dan sifat kehidupan perkotaan, memerlukan
pengaturan dan pengarahan pambangunan. secara
terpadu vang didasarkan kepada perencanaan ko-
ta yang sesuai dengan sifat, watak kehidupan
dan kepribadian Bangsa Indonesia j

bahwa Rencana Hata Jatitujuh vang disusun, di-
pandang layak menjadi Pedoman Pembangunan agar
Pertumbuhan {ota Jatitujuh yang dinamis,
serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan j

bahwa dalam rangka pengaturan dan pengarahan,
pemanfaatan serta pengendalian pertumbuhan dan
perkembangan Kota Jatitujuh dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daesrah
Tingkat II HMajalengka tentang Rencana Uaum
Tata Ruang Kota Jatitujuh.

Undang—-undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pembeantukan Dasrah—daarah #abupaten Balam
tingkungan Praopinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tanggal B Agustus 1930} 3

tindang—undang Nomor S5 Tahun 12560 tentanyg
Peraturan Dasar Fokok—pokok 8graria {(LM. Tahun
1260 Nomar 104) 3

Undang—undang Momer 5 Tahun 1967 tentang
Fokok—pokok HKehutanan (LN. Tahun 19467 Nomor
=3 15 '

Undang—undang Nomor 11 Tahun 1947 tentang
Ketentuan—ketentuan Pokok Pertambangan (LN,
Tahun 1247 dNomor 22} 3 '

‘Undang-undang Nomor S5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemsrintahan Di Baecrah (LMN. Tzahun
1974 Nomor 38, TLM. Nomor 30413 j

Undang-undang HNomor 11 Tahun 1974 tentang
Paengairan (LN. Tahun 1974 Nomor &5, TLN. Naomor
I046Y 3

Undang—undang Nemor 95 Tahun 1979 tentahg
Pamsrintahan Desa (LN. Tahun 1972 Nomaor 5&* 3
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Undang—-undang Nomor 13 Tahun 198G tentang
Jalan (LK. Tahun 1780 Naomor 83} 3

Undang—undang Nomor 35 Tahwun 1984 tentang
Perindustrian (L. Tahun 19284 HNomor 22) ;

Undang—-undang Momor S5 Tzhun 1990 tentang ¥Kon-—
servasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistim-—
nya (L. Tahun 1990 Nomor 495 3

Undang—undang HNomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisatzan j

Undang-—unang Momor 4 Tahun 1992 .tentang
Perumahan dan permukiman(btM. Tahun 19F2 HNomor
2Z, TLN. Nomor 3448F)

Undang—undang NMomor 24 Tahun 1992 tsntang
Penataan Ruang (LK. Tahun 19922 Momor 1135} ¢

Undanp—undang Nomor 2Z Tahun 1997 tenténg Kea—
tentuan-ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (LMN. Tahun 1997 NMomor &8B! j

Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Cara Pengaturan Air 3

Peraturan Pemerintan HNomor 23 Tahun 1282
tentang Irigasi (LN. Tahun 1983 Nomor 38> 3

Perazturan Pamerintah Nomor 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan (WM. Tahun 1985
Nomor 39) 3

Peraturan Femerintah Nomor 26 Taﬁun 19835
tentang Jalan (L. Tahua 19285 Nomor Z7) 3

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah (La. Tahun 1988 Namor 1Q} 5

Peraturan Pemerintah RNomar Si Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3 °

Peraturan Pemerintah Nomor &2 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyaralkat
Ralam Penataan Ruang j; '

{eputusan Presiden Nomor 3I2 Tahun 1990 tentang
Pengeleolaan kawasan Lindung 3

Paraturan Menteri Dalam Negeri.Nama? 7  Tahun
19846 tentang Penetapan Batas Wilayah Hota §

Peraturan Menteri bDalam Negeri Nomor 2 Tahun
1287 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota 3
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Keputusan Menteri Dalam Negeri NMomor IZI  Tahun
1992 tentang Pedoman Penyusunan Paraturan
Paerahh Tentang Rencana Struktur Tata Ruang
Proginsi Daerah Tingkat I dan Rencanza Umum
Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II j;

{eputusan Menteril Dalam Negeri MNomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Dasrah dan
Peraturan Daerah Perubahan j

Keputusan Menteri Dalam hNegeri Nomor 83 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atzu Keputusan ¥epala Daerzah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan ;3 ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Ma jalengka Namor & Tahun 1994 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kabupaten DBasrah Tingkat II
Ma jalengka.

Dangan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dabupaten Dasrah

- Tingkat II Majalengka

MEMUTUS K anw

Hehetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATENW DAERAH TINGKAT 1II
MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTRK > JATITUIJUH TAHUN 1995-2005.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal -1

Dalam Peraturan Raerah ini vang dimaksudkan
dengan =

2.

Daerah adalah Kabupaten Daerah T;hgkat I1
Majalengka 3 :

Pamerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Dasrah Tingkat II Majalengka j '

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati' ¥epala
Daerah Tingkat II Majalengka 3

¥ota adalah Pusat Permukiman dan Kegiatan
Penduduk wang mempunyai Batas Wilayah Adminis—
trasi vyang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan serta permukiman yang telah msemper—
lihatkan watak dan ciri kKehidupan kota j

2. RENCAN3.iceeccnvsncaassnanas 4



Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK}. adalah
Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatitujuh vyaitu
Rencana Pemanfaatan ruang kota vyang disusun
untul menjaga keserasian pembangunan antar
sektor dalam rangka pelaksanaan program-—
praogram pembangunan kota 3§ ,

Wilayah Perencanaan adalah wilayah perencanaan
vang meliputi Kota Jatitujiuh g

Bagian Wilayah Keota yvang selanjutnya disebut
BWK adalah suatu kesatuan wilayah yang ber—
sangkutan yang merupakan wilayah Yang
terbentuk secara fungsional dan adainistratif
dalam rangka pencapaian dayaguna pelayvanan
fasilitas umum kota 3

Wilayah pengembangan adalah suatu  kesatuan
wilayah vang menggambarkan kesatuan strategi
pengembangan vang mencerminkan fungsi dari
wilayah yang bersangkutan 3

tahan adalah Bidang Permukaan tanah yang
digunakan untuk suatu jenis pemanfaatan ter-
tentu 3

Kawasan adalah Satuan Ruang Lahan dengan
fungsi tertentu 3§

Lingkungan adalah satuan ruang yang meng—
gambarkan kesatuan sistem kehidupan dari aspek
sosial, ekonomi maupun budaya j§

Regionnal adalah suatu wilayah yang mén:akup
suatu kehidupan keseluruhan keta—-kota dan atau
pedasaan dalam suatu sistim tertentu g

Koefisien Dasar Bangunan (KDPB} adalah angka
vang menunjukan perbandingan antara - jumlah
luas lantai dasar/perikerasan tanah terhadap
luas lahan perpstakan vang sesuai dedgan luas
perpetakan j

Kpefisien Lantai Bangunan (KLEBE} adalah angka
vang menunjukan perbandingan antara- jumlah
luas seluruh lantai bangunan diuvkur’ dart

peraukazan dinding terluas terhadap luas lahan
perpetakan. :
BAE 1I
PENYUSU&AN REMCANA UMUM TATA RUANB‘KQTA
Bagian Pertama
Tujuan Penyusunan Rencana Kota

Pasal Puecevsscccnnananannnaad
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(2}

(1

Pasal 2
Tujuan Utama Penyusunan Rencani ¢

a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Nasional ;3 .

b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Propinsi Baerah Tingkat 1 Jawa Barat j;

c. Menunjang Kebi jaksanaan Wilayah Pémbangun—
an Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengkas

d. Menunjang Frogram Pembangunan Lima Tahun
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Tujuan ¥husus Penyusunan Rencana ¢

a. Mengarahkan pengembangan dan pengaturan
kota Jatitujuh secara terkoordinasi, baik
tertib bangunan maupun tertib penggunaan
dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap
pelaksanaan pembangunan secara optimal ;

b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian
lingkungan sebagai upava dalam menciptakan
keserasian dan keseimbangan fungsi dan
identitas penggunaan lahan antar Bagian-—
bagian Wilayah Kota Jatitujuh 3

c. Membantu mempermudah penyusunan HRencana
Datail Tata Ruang Kota Jatitujuh maupun
Rencana Teknilk Ruang Kota Jatituiuh dan
menyusun program—program pembangunan  Kota

langka mensngah mIvpun proyek—-prayek
tahunan vang diprioritaskan pengembangan—
rya 3.

d. Menciptakan kelestarian permukiman dan ke-—
giatan kota vang eerupakan usaha mencipta~—
ktan hubungan yang serasi antar manusia
dengan lingkungan yang mencerminkan pola
intensitas penggunaan ruang kota pada
umumnya dan bagian wilayah kota pada
khususnya j

e. Mowujudkan Kota Jatitujuh vyang aman,
nyaman, tertib, lancar, sehat dan indah.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan
Pasal 3
Keseluruhan wilayah Perencanaan Tata Ruang
tota Yatitujuh mencakup areal seluas 306 Ha
meliputi 2 {(dua?! milayah Desa yang  termasuk

daiam Kota Jatitujuh, yvaitua =

Be DOSBanusnosvcanssoncnannsnsnd
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a. Pega Jatitujuh.
bh. Desa Jatitengah.

{2) Batas—batas Wilayah perencanzan sebzagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Sebelah Utara z Sungai Cibuaya di Desa
Jatitengah Kecamatan
Jatitujuh.

b. Sebslab Timur Batas Desa Jatitengzah
dengan Desa Putri Dalem
Kecamatan Jatitwiub.

Sungai Cimanuk Kecamatan

(1]

c. Sebelah Selatan

Jatitajuh.

d. Sebelah Barat : Saluran Air Irigasi Ci-
lutung Kecamatan Jatitu—
juh o

Bagian Ketiga
Arah Perkembangan Kota dan Pusat Pelayanan
Pasal 4

(1} Perkembangan Kofa Jatitujuh diarahkan melalui
optimasi pemanfaztan ruang, sesuai dengan ke-—
mungkinan penyediaan ruang serta kecenderung—
an—kecenderungan perkembangannya pada masa
yang akan datang, dalam batas—batas tidak
mengganggu kelestarian zlam.

{2) Dalam pembagian perwilayahan yang dijadikan
arigntasi pslayanan, Kota Jatitujuh dibagi 4
(empat) bagian vaitu = a

a. Bagian MWilavah HKota A (BWK A) termasuk
kedalam wilayah administrasi Desa
Jatitujubh dan Desa Jatitengah dengan luas
wilayah 100 Ha, serta direncanakan
fungsinya mencakup @ perdagangan dan jasa,
pendidikan, kesshatan, peribadatan,
rekreasi/ olahraga, transportasi dan
permukiman skala kecil.

b. Bagian Wilavah kota B (BWK B), termasuk
kedalam wilayah administrasi  Desa
Jatitengah, dengan luas wilayah 125 Ha,
serta fungsinya mencakup transportasi,
pendidikan, perdagangan dan jasa skala
iokal dan permukiman skala kecil.

<. Bagian Wilayah #ota Pusat Kota (BWK ),
sebagai pusat uvutama pelayanan skala kota
{lokal) maupun skala kecamatan (regionall,
termasuk kedalam wilayah administrasi Desa
Jatitengah dan Desa Jatitujuh, dengan luas
wilayvah 178 Ha, serta direncanakan untuk
mencakup fungsi - fungsi s Pusat
Pemerintahan {Kantor Pembantu Bupati,

- Kantor. ‘--------------‘----7



Kantor ¥ecamatan dan Kantor: Desal,
Pendidilkan, Kesehatan Skala Kota,
Feribadatan, Perdagangan Lakal dan
Regional, Perbankan dan Jasa, Transportasi
/ Terminal dan Lapangan Olahraga/
Rekreasi.

d. Bagian Wilayah Hota D (BW D), termasuk

kedalam wilayah administrasi’ Desa
Jatitujuh , dengan luas wilayah 103 Ha,
mencakup fungsi —~ fungsi: perdzgangan dan

jasa lokal serta pzrouvkimen skala kecil.

BAR III
FUNGEI DAN STRUKTUR TATA RUAMD MQTéi
Bégian Partama |
Fungsi ¥ota
Pasal O

{1} Fungsi utama Kota Jatitujuh ditetapkan
sebagali pusat administrasi pemerintahan,
pusat pendidikan, pusat perdagangan,’ pusat
pelavanan kesehatan, pusat olahraga dan
rakreasi/ pariwisata, pusat pengembangan
partanian dan pemanfaatan lahan basah, pusat
transit dan distribusi barang, orang dan
jasa, pusat pemenuhan input-input pertanian

atau alat—alat produksi serta . pusat
peraultiman. o o
pusat koleksi dan distribusi ' komoditas

partanian dan pusa®t perdagangan/ jasa yang
terkait dengan kegiaftan utama MHota Jatitujuh.

(2) Fungsi lain yang tumbuh sejauh menunjang
pengembangan Kota Jatitujuh dan - tidak
mengganggu  kelancaran fungsi utama tersebut
pada ayat (1} pasal ini, dapat dikembangkan.

Bagian Kedua
ISI STRUKTUR TATA RUANG KOTA
Paragraft 1
Lingkungan Khusus
Pasal &
{113 Pengaturah Tata Ruang Kota Jatitujuh»vterbagi

atas lingkungan—lingkungan khusus kaota yang
terdiri atas = .

a. Pusat .s.eeec.o- =



Pusat pemerintahan/perkantoran . tingkat
kecamatan akan dialokasikan ditengah kota
vang termasuk dalam BWK € dan  secara

administratif termasuk wilayah Desa
Jatitengah, sedangkan kawasan perkantoran
Pembantu Bupati Wilayah Jatitujuh

dialokasikan di wilayah sekitar Bendungan
Rentang dengan luas areal 0,3 ha.

Pusat perdagangan skala regional
(kecamatan atau wilayah yvang lebih luas?
maupun skala lokal dialokasikin pada

persimpangan jalan Kadipaten ke Jatibarang
{via Jatitujubh? yang dikembangkan  secara
linisr pada tepi jalan utama Kadipaten -
Jatitujiuh sampai Jjarak wvang dianggap
layak. Selain itu, dicadangkan pula di
batas kota bagian barat yaitu pada tepi
jalan regional Jatitujuh - Kadipaten.

Pusat kawasan pendidikan tingkat aenengah
dialokasikan di Desa Jatitengah, sedangkan
lokasi pendidikan yang ada akan btetap
dipertahankan sepanjang mendukung optimasi
hubungan fungsional dengan peruntukan
lahan lainnya.

Sub Terminal angkutan umum  diarahkan di
bagian selatan kota (dekat Bendungari
Rentang) vang memiliki akses ke jalan
kolektor primer Kadipaten - Jatitujuh,
dengan luas areal 0,25 ha.

Kawasan peraukiman dan perumahan ditetap-—

kan pada daerah vang tingkat$t kemiringan
lahannya dibawah & % dan wuntuk lahan
kemiringan diatas 13 % dibatasi peruntuk-
annva. Pengembangan perumahan diarahkan ke
sebelah selatan kota dengan pola yang
terintegrasi antara perumahan yvang sudah
ada dengan lingkungan perumahan baru.

Pangembangan kegiatan industri.  ringan
diarahkan untuk lebih merangsang
periambangan dan pertumbuhan kegiatan
skonomi, baik &di dalam kota maupu daerah

bhelakangnya t(hinterland) '

Sub pusat pelavanan ditetapkan sebagaimana
vang tecrmuat dalam pasal 4, ayat (2} Pera-
turan Daerah ini. '

Ruang Terbuika Hijau direncanakan seluas &3
ha yang mencakup sempadan sungai/ saluran
irigasi dan taman—taman kota  serta
pemakaman dan lapangan olahraga.

{2) Ketentuan .c.ccececncccenae?



{2} Ketentuan—ketentuan tersebut pada éyét (1% .
pasal ini akan diatur lebih lanjut  dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragrat 2
Sistem dan Rencana Pengembangan Transpoﬁtasi
Pasal 7

{1} Sistem transportasi diarahkan kapada peme-—
rataan pelayanan pendudiul dalam  moda,
menunjang perkembangan sosial skonomi,
perdagangan dan pertahanan keamanan‘naéianal.

{2} Dalam mengembangkan fungsi-fungsi kawasan di
Kota Jatitujuh sshagaimana yvang tersebut pada
Pasal 9 ayat (1} Peraturan Daerah ini, dirsn—
canakan pengsmbangan hirarki jalan berdasar—
kan fungsi jalan. v

{37 Buna mendukung sistea transportasic di Kota
Jatitujuh sebagaimana tersebut pada ayat (1}
Pearaturan Daerah ini, serta penataan
sirkulasi arus pergerakan lokal dan regional,
maka perlu dikembangkan ruas Jjalan  dengan
fungsi kolektor sekunder yaitu jaringan
iaian vang menghubungkan antar BWK vang belum
teriayvani olen jaringan jalan dengan hirarki
iebibh ¢tinggl sertsa ruas jalan dengan fungsi
iokal primer yaitu jaringan jalan yang akan
menghubungkan lingkungan peraubkiman ﬁdengan
jJaringan jalan dengan hirarki lebih tinggi.

(4) Bangunan-bangunan yang berlokasi disépaniang
jalan dalam sudut pandang kendaraan yang
melintas, Jjika menghalangi diperluakan pem—
bongkaran bangunan untuk disesuaikan
dengan sémpadan bangunan dan sempadén ja1an.

(5) Ketentuah—ketentuan lain sepanjang mendukung
tujuan seperti tercantum padz ayat (1) pasal
ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati hepala bBaerah. -

—

Paragraft 3
Lokasi Pembuangan Sampah
Pasal 8 i{

Pembuangan sampah bagi masyarakat Kota Jatitujuh
dibagi dalam beberapa lokasi = -

(1) Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dialokasi-
kkan pada tempat-tempat strategis  vang
dipandang tidak merusak citra kaindahan kota
dan mencemarkan }ingkungan. :

(2) Tempat cecawscsnanccennnaild



(2}

(3)

S )

(23

- 10 - :

Tempat untuk membuang sampah merupakan alat
vang tertutup rapat sehingga tidak menimbul-
kan polusi udara, sebagaimana dimaksud pada
angka (1} Pasal inil.

Pembuangan/Tempat Sampah Aakhir (TPAX di—
alokasikan diluar Kota Jatitujuh. '
Paragraf <&

Pengembangan Sarana dan Prasarana tain

Pasal %
Pengembangan saranz dan prasaranaza - sasuai
dengan hirarki p=layanannya yaitu bvingkat
regional, tingkat kota, tingkat BRIK,

lingkungan perumahan sebagai berikut {.

a. Pemnyediaan air bersih diusahakan secara
merata dan layak bagi seluruh masyarakat
dengan memanfaatkan sumber—-sumber air yang

ada serta dipadukan dangan program
penyediaan air bersih yang dikelolz olah
PBAM.

b. Peayediaan kebutuhan listrik disesuaikan
dengan pragram perkembangan kota vang
dapat memenuhi kebutuhan selurunh masya-
rakat baik bagi kawasan perumahan  maupun
non perumahan.

—. Penyediaan kebutuhan telepan besarta
jaringannya disesuzikan dengan program
perikambangan kota yang samenuhi keperluan
masyarakat. =

d. Pengeloliaan air 1limbah memakai = sistem
setempat dan sistes jaringan. Air’ limbah
wang akan menimbulkan pencenaran

lingkungan sesuai dengan ketentuan ambang
batas vyang berlaku harus diolah terlebih
dahulu sebelum disalurkan ke saluran
pembuangan umum. :

e. Sistem Jaringan drainase diarahkan wuntuk
menghindari genangan dan banjir di selurub
kawasan kots dengan memperhitungkan
kecenderungan pemanfaatan ruang di masa
vang akan datang. Penyedizan drainase pada
jaringan utama memanfaatkan sungai-sungal
yang melintasi kota atau terpadu dengan
jaringan air limbah.

Penyediaan dan pengaturannya ditentukan dan
diatur cleh dinas dan iastansiterkait.

BAB Iv ."‘.I--".-;-“.tlﬁﬂil



BOB IV
FELAKS aAaNAARHN
Bagian Pertama
Pemanfaatan Diluar Daerah Perencana&%
Pasal 10

{1y Untuk melindungsi fungsi  Kota Jatitujuh
sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan
Daerah ini, di tiap—-tiap desa yang berbatasan
dengan daerah perencanaan, L‘ selama
implementasi pembangunan sarana kota di dalam
kawasan kota masih menungkinkan, dilarang
merubah fungsi status penggunaan tanah,

(2) Ketentuan—ketentuan lebih lanjut dalam ayat

{1} pasal ini akan diatur dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah. -

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 11
(1) Setiap pembangunan yang dilaksanakan baik
aleh Pemearintah, Badan Bwasta maupun
masyarakat disesuaikan dengan rencana yang
telah ditetapkan dalam BAB III Peraturan

Daerath ini.

{2} Pembangunan pada bagian—bagian ota- yaﬁg

beium disusun secara terperinci hanva dapat
dilaksanakan setelah mendapat ijin dari

Bupzati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Program Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 12

Kehi jaksanaan—kebi jaksanaan pelaksanaan dalam
mewu judkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dituang—
kan dalam Rencana Pembangunan Kota Lima Tahunan
serta diwujudkan dalam Rencana Pembangunan ¥Fota
Tahunan, yang meliputi segenap sumber-sumber
dana, baik Pemerintah Pusat, DRaerah Tiﬁgkat I,
Daerah Tingkat Il dan sumber dana lainnya.

I}

BAB V eeciacceeccenassanncal
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(13
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BABR V
EVALUAST DAN REVIE]

Pasal 13

o
Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang
Kota dilakukan minimal lima tahun sekali dan
maksimal sepuluh tahun sakali guna
mendapatkan bahan yvang akan dijadikan dasar
penyempurnaan dan penyssuzian. .
Evaluasi dan Revisi dimaksud ayat (1)} pasal
ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B4 VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN:
Pasal is

Barang  siapa melanggar ketentuan Pasal 10
ayat (13} dan Pasal 11 Peraturan Daerih ini
diancam dengan pidana kurungan selama-—-lamanya
tiga bulan atau denda setinggi—-tingginyva Rp.
50.000,00 (lima puluh ribu rupiahl. -

Tindak pidana dimaksud ayat (17 pésél ini
adalah pelanggarsn. : :

y .

Pasal i5

Penyidikan terhadap pelanggaran sebggaimana
dimaksud ayat (1) Pasal i4 Peraturan-i-Daerah
iai, dilaksanakan oaleh Fenyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Peassrintah DBaerah
yang pengangkatannyva ditetapkan sesuail dengan
Peraturan Perundang—undangan. K

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pe—
nyidik sebagaimanz dimaksud ayat (1} pasal
ini berwenang =

a. Menerima laporan atau pengaduan  dari
saseorang tentang adanyva tindak pidana g

b. Melakukan tindakan pertama pada sagt itu
ditempat kejadian serta melakukan pe-

meriksaan j

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka j

d. Melakukan penyitaan benda dan ataﬁ'éurat H

b

. MenQambil sveeeeeeeaneenald



‘
e. Mengambil sidik jari dan mematret se—
segrang j§ s

f. Memanggil seseorang untuk didengaﬁ dan di-
periksa sebagai tersangka atau saksi §

9. Mendatangkan orang ahli vyang &iberlukén
dalam hubungannya dengan pemeriksaan per-
kara 3 ’

h. Menghentikan penvidikan setelah ﬁendapat
'petunjuk  dari penyidik umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa ter—
sebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidilk umum memberi-
tahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya j

i. Mengadakan tindalkan lain meaurut falcuam
vang dapat dipertanggungjamabkgn,

BaBp VII
KETENTUAN PERAL THAN
Pasal 1&

Apabila ada kegiatan pembangunan sebelum ditetap~
kan Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai  dengan
Peraturan Daerah ini akan ditinjau kasus demi
kasus untuk diberikan penetapannya | malalui
panyesuaian . dan atau penertiban saebagaimana
diatur dalam Feraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1} Bupati Kepala Daerah berwenang menangani
kasus demi kasus kegiatan pembangunan seba-—
gaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2} Dalam wmenangani kasus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala
Daerah berwenang memberikan petunjuk dan
tindakan sesuai dengan Peraturan Farundang—
undangan vang berlaku. :

B&E VII
KETENTUAM LAIN DAN PENUTUP
Pasal 18
{1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ihi; maka
segala ketentuan yang talah ditetapkan
terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku. )

(2) Lampiran..cceeeeiinseaanald



{(2) Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari
Bukuy Rencana dan filbum Peta. o

(I} Peraturan  Daerah ini dapat digsebutikan
Paraturan Daerah tentang " RUTRK Jatitujuh *.

’ . (4 Hal-hal vang beium cukup diatur dalam Pera-—
turan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannva akan diatur kesnudian dengan
¥eputuszn Bupati kepala Daerah.

o : Pasal 19

Peraturan Dasrah ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.

fgar setiap orang dapat mengetahuinya,' mener i n-
tzhkan pengundangan Feraturan Basrah ini dengan
manampatikannyz dalam Lembaran Dasrah.

Ditetapian di MATALENSKA
Pada tanagal 22 Pebruari 1998
an PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI=KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUPATEN DAERAH TINGKAT II %ﬂﬁi\ﬁ ALENG K a
NMAJTALENGEKA 7N
- Ketua,

5 g

H.M. KOSAZIM SUGTIANTI

Bizsahkan Oleh Gubsrour Nepala Dasrah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Hepultusan NOMOP. cueecsnscaanenunsennnnausosnaansannaanannns

ERNGGAL wcnmenesancccannsscnnasnasannasssnsnasnssnetnassanussnaen

Diundangkan dJdalam Lembaran Paerah Kabupaten Daerah T1ngkat 11
Majalengka NOMOP (..ccasnscncnscnnnannasbanggalecacecacins cemanna

SERRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGHKA

Eras. H SOFYAMN SAFART HQMIM
Fembina Tingkat I
MIP. 10 054 107
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